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TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

(]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh
penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah
kedaluwarsa perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara
Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal
24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang PBE,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah [stimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Ketjii di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentangFPemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat || Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat |l
Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
{ Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8 ;

MEMUTUSKAN -

Menetapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

2

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah adalab Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Walikota adalah VWalikota Pekalongan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Piutang Pbb yang sudah kedaluwarsa adalah piutang PBB yang jangka waktunya
sudah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan
daerah

Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas Bumi
danfatau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objeklif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 ),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat |l
Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Momor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomaor 8 ),

MEMUTUSKAN
. Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTAMG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PaAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
|. Daerah adalah Kota Pekalongan

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Paerah Kota Pekalongan

3 Walikota adalah Walikota Pekalongan

4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah adalah Dinas
. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan

5. Piutang Pbb yang sudah kedaluwarsa adalah piutang PBB yang jangka waktunya
sudah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat lerutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan
daerah

6 Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan

7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung




dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan

10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

13.

14.

15

| .

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat
setoran pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumiah pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
darn/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, danfatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat
Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak

BAB |l
KEDALUWARSA
Pasal 2

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (lima) tahun terhituna seiak saat terutananva paiak. kecuali apabila Waiib




Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila ;
a, diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB Il
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA
Pasal 3

(1) Walikota dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa
tertagih dan sudah kedaluwarsa

(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Walikota berdasarkan perhohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala
DPPKAD,

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat.

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. jumlah piutang pajak;

c. tahun pajak;

d. alasan penghapusan piutang pajak .

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah

SPPT PEB;:
SKPD PBB;
STPD PBB;
SKPDKB PBB,
SKPOKBT PBE;

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar bertambah: atau

m @ ap oo




g

Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan.

(s} Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan PBB yang
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena

da

f.

wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal
dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli
waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan:

wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

tidak ditemukan alamal pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih
manajemen;

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau

wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang
tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan
pajak tdak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;

sebab lain sesuai hasil penelitian

(8) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena |

a,

Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris,
pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan
Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri,
pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa,

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
sebab lain sesual hasil penelitian

Pasal 4

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan
penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh DPPKAD yang hasilnya
dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih
lagi dan diusulkan untuk dihapus:

Pasal 5
Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk
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